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“Let man be noble, generous and good! Let him untiringly 
achieve what is useful and right, that we may model on him those 


Beings of our surmise!” 


— Johann Wolfgang Goethe — 
dalam “Divinity” (Das Gottliche). 


Dalam kenangan, Tommi Legowo 


(12 Juni 1959-—29 Maret 2016). 
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PRAKATA 


de untuk menulis tentang akuntabilitas atau pertanggung- 

jawaban anggota Wantimpres ini timbul setelah Presiden RI 
ke-7 menyelesaikan tugasnya. Jabatan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono berakhir pada 
tanggal 20 Oktober 2014. 


Sejak berakhir tugas Presiden SBY, saya mulai memikirkan 
menulis sebuah pertanggungjawaban selama menjadi anggota 
Dewan Pertimbangan Presiden SBY. Hampir satu tahun lama- 
nya saya memikirkan ide tersebut. Selama itu, keinginan tersebut 
bagai suatu proses yang tidak menentu. Ada saatnya, keinginan 
terasa kuat, namun pada saat lain keinginan itu redup. Ide itu, 
selama satu tahun, berlangsung on and off. 

Namun, akhirnya saya bulatkan ide itu setelah membaca buku 
penasihat (counsel) presiden Amerika, Clark Clifford. Buku yang 
terbit tahun 1991 itu berjudul Counsel To The President (Nasihat 
kepada Presiden). 


Prakata 
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vii 


viti 


Sebagai penasihat, selama lima dekade, Clifford disebut seba- 
gai penasihat legendaris yang memberi nasihat tentang kekuasa- 


an, kebijakan dan politik kepada berbagai Presiden Amerika. 


Seiring dengan itu, buku Nasihat untuk SBY dari Adnan 
Buyung Nasution, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bi- 
dang Hukum (2007-2009), saya ikuti. Dari buku itu secara 
khusus saya mendapat inspirasi untuk menulis tentang berba- 
gai kegiatan dan aktivitas yang menjadi pertanggungjawaban 


penasihat Presiden. 


Saya dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden 
(Wantimpres) bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
oleh Presiden SBY pada tanggal 10 Januari 2012 bertempat di 
Istana Negara. Pelantikan itu berdasarkan ketentuan konstitu- 
si, yaitu Pasal 16 UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan 
“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 


memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dst”. 


Dengan dasar konstitusional ini, fungsi Wantimpres saya ang- 
gap penting dan strategis, agar Presiden melaksanakan semua 
kebijakan pemerintahan demi kepentingan rakyat sesuai UUD 
1945. 


Agar kebijakan pemerintahan mencapai sasarannya, Wantim- 
pres, berdasarkan kemampuan dan keahliannya, memberi nasihat 
dan pertimbangan tentang pelaksanaan kebijakan pemerintahan, 


baik diminta atau tidak diminta. 


Hal ini tertera dalam pertimbangan UU No 19 Tahun 2006 
tentang Wantimpres, yakni agar kebijakan (pemerintahan) sesuai 
prinsip-prinsip hukum, demokrasi serta kepemerintahan dalam 


rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam 


Pembukaan UUD 1945. 
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Karena pertimbangan ini, saya anggap penunjukan dan peng- 
angkatan anggota Wantimpres memerlukan pemikiran yang se- 


rius. 


Saya memahami bahwa Wantimpres diawali dari pendahu- 
lunya, yakni lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang 
tercantum dalam UUD 1945 yang lama. Tugas DPA adalah 
memberi nasihat atas pertanyaan Presiden dan berhak memaju- 


kan usul kepada pemerintah (Pasal 16 UUD 1945). 


Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, lembaga DPA 
mengalami pasang-surut sesuai dengan keadaan politik. Misal- 
nya, sewaktu terjadi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, DPA 
yang bersifat sementara, dibentuk oleh Presiden pada tanggal 22 
Juli 1959 dan anggotanya berasal dari golongan politik, golongan 
karya, wakil daerah swantantra 1 dan tokoh-tokoh nasional. Ke- 
tuanya adalah Presiden dan wakil ketua Menteri. DPA Sementara 


ini berhenti karena mengalami peninjauan pada tahun 1967. 


Lalu, DPA muncul kembali dengan UU No 3 Tahun 1967 
dan kemudian pada tanggal 31 Juli 2003 dihapus dengan Kep- 
pres No 135/M/2003 karena konstitusi UUD 1945 mengalami 


amandemen. 


Menarik bahwa dewan pertimbangan tersebut, dalam tugas- 
nya, tidak mengenal pembatasan seperti yang berlaku di Wan- 
timpres. Pembatasan itu berbunyi “Dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak di- 
benarkan memberi keterangan, pernyataan dan/atau menyebar- 
luaskan isi dan pertimbangan kepada pihak mana pun” (Pasal 6 
No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres). 


Pembatasan yang tidak membenarkan untuk memberi kete- 
rangan, pernyataan dan/atau menyebarluaskan isi dan pertim- 


bangan kepada pihak mana pun itu saya anggap bisa menimbul- 
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X 


kan konsekuensi bahwa nasihat dan pertimbangan Wantimpres 
tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Sekalipun Presiden be- 
bas untuk menerima atau tidak menerima nasihat dan pertim- 
bangan tersebut, namun masyarakat hendaknya dapat mengeta- 


hui tentang apa yang menjadi nasihat dan pertimbangan itu. 


Apalagi, karena keberadaan Wantimpres didanai dari Anggar- 
an Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka sudah sepa- 
tutnya bahwa kegiatan dan aktivitasnya itu dipertanggungjawab- 


kan kepada rakyat. 


Walaupun begitu, saya tidak bermaksud membuka dan me- 
nyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan yang pernah saya 
berikan kepada Presiden SBY. Saya membatasi pada pengalaman 


dari aktivitas dan kegiatan di Wantimpres. 


Hal ini, sejalan dengan surat Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, 
No B 281/Seskab/IV/2012 tertanggal 26 April 2012, yang dituju- 
kan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, perihal: “Penye- 


barluasan Informasi Mengenai Dewan Pertimbangan Presiden.” 


Dalam suratnya itu, Sekretaris Kabinet menyatakan “dengan 
banyaknya pertanyaan dari anggota masyarakat kepada kami ter- 
kait dengan Dewan Pertimbangan Presiden” menyarankan “agar 
Ketua dan Anggota Dewan lebih sering melakukan penyebarluasan 
informasi mengenai tugas, fungsi dan kegiatan Dewan Pertimbang- 


an Presiden kepada publik.” 


Dengan demikian, usaha untuk menulis dan membuat catat- 
an tentang kegiatan dan aktivitas Wantimpres selama menjadi 
anggota Wantimpres dari tahun 2012-2014 adalah sejalan de- 


ngan maksud dan keinginan Sekretaris Kabinet tersebut. 


Selama menjabat itu, saya telah mencatat dan merekam pen- 


dapat dan aspirasi masyarakat dalam pertemuan dan audiensi 


Akuntabilitas Penasihat Presiden 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


di Wantimpres. Hasil catatan itu saya kumpulkan, dengan di- 
beri komentar dan interpretasi, dalam buku yang dinamakan 
Akuntabilitas Penasihat Presiden. Buku ini, dimaksudkan seba- 
gai bentuk pertanggungjawaban selama menjadi anggota Wan- 


timpres. 


Saya berterima kasih kepada rekan sekerja, sekretaris Wantim- 
pres bidang Hukum dan HAM, Dr. Thomas Aguinas (Tommi) 
Legowo, yang telah membantu kegiatan dan aktivitas tersebut 


dengan pengetahuan dan pemikiran yang luas. 


Juga, asisten saya, Toar Riupassa yang dengan antusias mem- 
persiapkan kegiatan dan aktivitas dengan bahan-bahan kesekre- 


tariatan dan dokumentasi serta filing. 


Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari media, 
yakni Tri Agung, Wahyu Haryo, Edna Pattisina, Ferry Santoso, 
Fidel Ali Permana, Prihandoko, dan lain-lain. Rekan-rekan war- 
tawan ini telah menyebarluaskan berbagai kegiatan dan aktivitas 


saya. 


Secara khusus, terima kasih kepada Mas Jakob Oetama atas 
nasihatnya, saat baru dilantik, agar saya menjalankan tugas de- 


ngan baik dan bertanggung jawab.” 
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LATAR BELAKANG 


“Mari bersama-sama kita bangun negeri.” 


etika pada akhir Januari 2011, saya menerima tilpun dari 
Ka Alam yang menjabat Sekretaris Kabinet (Setkab), per- 
kiraan saya, Dipo hendak mengundang berbicara dalam suatu 
seminar. Namun, saya keliru. Dia menawarkan menjadi anggota 
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang tengah ko- 
song, yang sebelumnya dijabat oleh Jimly Asshiddigie. Katanya: 
“Kalau Pak Albert setuju, minta dikirim segera CV atau daftar 
riwayat hidup ke kantor saya.” 


Saya tidak menanyakan pertimbangannya mengapa diminta 


menjadi anggota Wantimpres. 


Dipo bukan orang baru bagi saya. Sejak menjadi Ketua De- 
wan Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 1976 dan ak- 


tivis gerakan mahasiswa tahun 1978, saya sudah mengenalnya. 
Setelah tilpun itu, ketika mengunjungi putra saya, Bara, yang 
sedang kuliah di Universitas Harvard Boston, saya kembali me- 


nerima tilpon dari Dipo. Dia menanyakan apakah saya tidak ke- 
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beratan kalau disamping menangani soal hukum, juga masalah 


hak asasi manusia (HAM). 


Saat itu, reaksi saya adalah setuju, dan malahan gembira. Saya 
dapat berbuat banyak dalam masalah HAM karena menjadi ang- 
gota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 
tahun 1993-2002. 


Dalam hati saya berkata, setelah menjadi anggota Komnas 
HAM dan menjadi Ketua KPP HAM Timor Timur, KPP HAM 
Papua/Abepura dan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II, me- 
nangani masalah HAM tidak asing bagi saya. HAM adalah salah 


satu perhatian saya. 


Setelah itu, saya dan isteri mendapat undangan dari Presiden 
SBY untuk menghadiri resepsi pernikahan putranya, Edhie Bhas- 
koro Yudhoyono (Ibas) dengan Siti Ruby Alya Radjasa (Alya) bu- 
lan November 2011 di Jakarta Convention Center. 


Mempelai wanita adalah putri dari teman saya, Hatta Radjasa, 
yang saat itu menjabat Menko Ekuin dan Ketua Umum Partai 


Amanat Nasional (PAN). 


Resepsi itu dihadiri banyak tamu, sehingga kami harus berba- 
ris dan antre panjang. Ketika hendak menyalami Presiden SBY 
dan Ibu Ani Yudhoyono, saya lihat SBY memperhatikan dengan 
tatapan yang tajam dan kemudian berkata, “Saudara Albert saya 
harapkan dapat bergabung bersama saya sebagai anggota Wan- 
timpres”. 

Saya terkejut, karena diucapkan pada kesempatan yang tidak 
terduga. Namun, kemudian saya menjawab, “Saya bersedia Pak. 


Terima kasih.” 


Begitu juga, ketika kami menyalami Hatta Radjasa dan isteri, 


Hatta berkata: “Apakah sudah diberitahu oleh SBY?” 


2 | Akuntabilitas Penasihat Presiden 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pikir saya, waktu Dipo Alam menilpun bulan Januari yang 
lalu, ia diinstruksikan oleh SBY. Pasti SBY telah mempertim- 


bangkan dengan saksama, kata hati saya. 


Sebelumnya, saya tidak begitu mengenal SBY. Namun, pada 
saat memimpin harian Suara Pembaruan, tahun 1997 saya diun- 
dang menghadiri HUT Kodam Sriwijaya. Saat itu, SBY adalah 
Panglima Kodam Sriwijaya di Palembang. 


Kemudian, ketika SBY menjadi Presiden, Lembaga Kajian Kon- 
stitusi (LKK) yang dipimpin Prof. Sri Sumantri menghadap untuk 
membicarakan amandemen ke-5 UUD 1945. Saya ingat, SBY me- 
ngatakan, “sebagai Presiden, kaki dan tangannya terikat. Maksud- 
nya adalah bahwa UUD 1945 ini menyulitkan SBY bekerja. 


Setelah permintaan SBY di perayaan pernikahan tersebut, 
dalam perjalanan pulang, saya sempat merenung. Kehidupan 
saya sejak muda telah dipenuhi berbagai aktivis seperti memim- 
pin mahasiswa Yon A. Yani Laskah Ampera Arief Rachman Ha- 
kim/Angkatan '66, Ketua Gerakan Mahasiswa Djakarta (GMD) 
1966-1970, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ketua Persahi 
(Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia) tahun 1986. 


Kemudian, anggota DPR/MPR (1977-1997), Dewan Pim- 
pinan Pusat (DPP) Golongan Karya (1983-1988), Komnas 
HAM (1993-2002), Pemimpin Umum (PU) harian "Suara 
Pembaruan" (1987-2002), mendirikan MARA (Majelis Amanat 
Rakyat) tahun 1998, mendirikan/deklarator Partai Amanat Nasi- 
onal (PAN) tahun 1998 dan terakhir sebagai Wakil Ketua Komisi 
Konstitusi (KK) tahun 2002. 


Pernyataan Presiden SBY tersebut tidak saya beritahukan ke- 


pada teman-teman, kecuali Harry Tjan Silalahi, sahabat saya. 


Harry memberi komentar, “ This is your last chance of your public 


life”. 
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Pada awal Januari 2012, saya menerima tilpun dari Menteri 
Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi. “Pak Albert dimin- 
ta datang ke Cikeas. Presiden ingin bertemu dan membicarakan 
tentang tugas-tugas sebagai Wantimpres”, katanya dengan antusi- 
as. Sudi, sebelumnya sudah saya kenal. Dalam Pemilihan Umum 


(pemilu) tahun 2004, dia bersama Bara berkampanye untuk SBY. 


Saya belum pernah ke Cikeas, apalagi rumah SBY. Pada hari 
yang sudah ditentukan, saya pergi ke Cikeas dan mengalami ke- 
macetan, karena dipenuhi berbagai kendaraan umum. Karena 
tidak tahu di mana letak rumah SBY, saya harus bertanya kepada 
tukang rokok yang berjualan di pinggir jalan, “Mana rumah Pak 
Presiden?”, “Mana rumah Pak SBY?”. 


Ketika tiba, saya melihat para pengawal dan sekretarisnya me- 
nunggu dengan gelisah. Presiden SBY menerima saya dengan di- 
temani Menkopolhukam Djoko Sugianto dan Mensesneg Sudi 
Silalahi bertempat di ruang perpustakaan pribadi (Jibrary). Saya 
duduk dimeja panjang berhadapan dengan Sudi serta Djoko dan 
SBY duduk di kepala meja, sebelah kanan saya. 


Melihat bukunya yang tersusun rapi, dalam hati saya memba- 


tin, “Kecendekiawan SBY dengan berbagai buku-bukunya.” 


Lalu, dengan wajah serius SBY mulai pembicaraannya. Dia 
bercita-cita agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan da- 
mai, tentram dan makmur. SBY juga mengemukakan pikiran 
tentang reformasi, masalah kebebasan, hak asasi manusia (HAM), 


keadilan, dan lain-lain. Saya terkesan atas pembicaraan itu. 


Kemudian, Sudi Silalahi dan Djoko Sugianto juga menying- 
gung tentang masalah HAM, yang saat itu menimbulkan banyak 
keluhan di masyarakat. 


Saya tertarik ketika SBY menginginkan agar masyarakat Indo- 
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nesia terbebas dari beban sejarah, istilahnya “burden of history”, 
dan berdamai dengan sejarah, karena belajar dari sejarah, “the 


lessons of history”. 


“Agar masyarakat Indonesia dapat menatap masa depan de- 
ngan cerah, masalah pelanggaran HAM pada masa lalu harus di- 


selesaikan agar tidak lagi menjadi beban sejarah,” katanya. 


Saya pikir, seluruh pernyataan SBY itu merupakan bekal dan 
petunjuk kalau nanti menangani masalah hukum dan HAM. 


Saya pegang kata-kata SBY itu dengan sungguh-sungguh. 


Pada akhir pertemuan, yang berlangsung 45 menit, dia mem- 
berikan sebuah buku berjudul The Transformational Decade. Buku 
itu berisi berbagai pidatonya, antara lain di Universitas Harvard 
Kennedy School pada saat putranya, Kapten Inf. Agus Harimur- 
ti, sedang kuliah di sana. 


Lalu, dihalaman muka buku itu, diberi catatan: “Untuk sdr. Al- 
bert Hasibuan. Mari bersama-sama kita bangun negeri agar demokrasi, 
rule of law dan kehidupan yang rukun dan harmonis makin tegak.” 


Sebelum meninggalkan tempat itu, saya mendengar Presiden 
SBY meminta Sudi menyiapkan upacara pelantikan tanggal 10 
Januari 2012. Tempatnya di Istana Negara. 


Mendengar tanggal itu, saya teringat kembali 46 tahun yang 
lalu, ketika para mahasiswa yang resah mengeluarkan tuntutan 
tentang Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu bubarkan PKI, retool 
Kabinet Dwikora dan turunkan harga bertempat di halaman Fa- 


kultas Kedokteran, Universitas Indonesia di Salemba. 


Hari Selasa 10 Januari 2012 bertempat di Istana Negara, jam 
10, dilangsungkan upacara pelantikan. Disaksikan oleh isteri 
saya, Louise Hasibuan, putra dan putri, Vivekananda dan Mir- 


yashanti serta menantu Edward Suhendra, pelantikan itu juga 
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dihadiri Ibu Anni Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu 
Herawaty Boediono serta para menteri dan pejabat-pejabat pe- 


merintahan lainnya. 


Cucu saya, Tatjana dan Bastian Suhendra, tidak bisa datang 
karena masih kecil. Putra saya, Barakrishna, bersama isterinya, 
Amalya, dan cucu tertua, Kaskara Hasibuan, tidak hadir, karena 


sedang studi di Universitas Harvard di Boston, Massachusetts. 


Dengan ditatapi wajah mantan Presiden Soekarno, Soeharto, 
B.J. Habibie, Abdurrachman Wahid (Gus Dur), dan Megawati 
yang gambarnya terpampang di sekeliling tembok ruangan Is- 
tana Negara, dengan mengangkat dua jari tangan kanan, saya 
mengucapkan sumpah dengan Presiden SBY membacakannya 
terlebih dulu. Upacara itu diawali dengan lagu kebangsaan In- 
donesia Raya. 


Ketika, mengucapkan kata-kata “Bahwa saya untuk mela- 
kukan atau tidak melakukan dalam jabatan ini, tiada sekali-kali 
menerima dari siapa pun juga, langsung maupun tak langsung 
sesuatu janji atau pemberian...”, hati saya tersentuh. Saya berjanji 


mematuhi sumpah ini. 


Kemudian, saya menandatangani sumpah itu. Begitu pula 
Presiden SBY melakukan hal yang sama. Ada yang tak terduga. 
Ketika meja kaca yang tampak antik, tempat penandatanganan 
itu, hendak dipindahkan, meja itu pecah berantakan. Melihat 
itu, dalam hati saya berkata, “Mungkin ada kekuatan spiritual 
yang ikut pelantikan itu”. 

Setelah Presiden SBY bersama Ibu Ani Yudhoyono serta Wa- 
kil Presiden Boediono dan Ibu Herawati serta menteri dan peja- 
bat-pejabat lain, di antaranya Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri, 


memberikan salam, upacara itu berakhir. 
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Kemudian, saya bersama keluarga diundang makan siang di 
kantor Wantimpres Jalan Veteran III No 2. Kantor itu berada 
di belakang gedung Binagraha dan bersebelahan dengan kantor 
UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto. 


Ketika menuju lantai 3, saya melihat foto dari anggota Wan- 
timpres sebelumnya. Foto-foto, yang digantung di tembok adalah 
dari Ali Alatas, Emil Salim, TB Silalahi, Adnan Buyung Nasuti- 
on, Syahrir, Rachmawati Soekarnoputri, Subur Budhi Santoso 


dan Radi A Gany. 
Makan siang itu dihadiri oleh Emil Salim yang membidangi 


ekonomi dan lingkungan hidup, Ginandjar Kartasasmita untuk 
masalah pembangunan otonomi daerah, Meutia Hatta Swasono 
masalah pendidikan dan kebudayaan, Siti Fadilah Supari me- 
nangani masalah kesejahteraan rakyat, Hassan Wirajuda untuk 
hubungan luar negeri dan internasional, serta Laksamana TNI 
(Purn) Widodo AS untuk masalah pertahanan dan keamanan. 


Semua yang hadir tampak cerah. 


Sedangkan Ryaas Rasyid dan Kyai Maruf Amin, masing- 
masing untuk pemerintahan serta reformasi birokrasi dan ma- 
salah hubungan antar agama, tidak datang. Setelah itu, saya me- 
ninjau kamar kerja. Di ruang itu, foto Presiden SBY dan Wakil 


Presiden Boediono ada di atas meja tulis saya. 


Saya kemudian diberitahukan bahwa Sekretaris Dewan Per- 
timbangan Presiden adalah Garibaldi Sudjatmiko, sedangkan 
para sekretaris anggota Wantimpres adalah Letjen TNI (Purn) 
Romulo R. Simbolon S.Sos MM, M.I. Zulkarnain Duki SE, 
MBA, PhD, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Dr. Yanuarius Koli 
Bau M.Sci, Toety Surty Natawidjaja SH, Dr. Widjaja Lukita 
Ph.D, Dra. Artauli RMP Tobing MA, Andi Selvy Batariani. 
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Sedangkan, sekretaris saya adalah Dr. Thomas Aguinas Lego- 
wo, Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Essex 
University Inggris, dan staf dari kantor Wantimpres adalah Andhi 
Ilham Permana yang membantu saya sebelum Toar Riupassa di- 


lantik menjadi staf.“ 
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PENYELESAIAN 
PELANGGARAN HAM BERAT 


ari-hari pertama di kantor Wantimpres, saya gunakan un- 
Ha membaca dokumen-dokumen pendahulu saya, Adnan 
Buyung Nasution dan Jimly Asshiddigie. Dengan membaca itu, 
saya mendapat gambaran tentang peristiwa dan kejadian dalam 


masyarakat yang telah mendapat perhatian secara khusus. 


Sesuai tugas bidang Hukum dan HAM, saya akan berkonsen- 
trasi dan memberi perhatian pada masalah Hak Asasi Manusia 
(HAM), terutama penyelesaian pelanggaran HAM berat masa 
lalu, masalah permintaan maaf atau apology, toleransi, penegakan 
hukum, kebijakan Papua, pemajuan HAM, pemberantasan ko- 


rupsi dan reformasi hukum. 


Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, saya akan amati 
dengan seksama pelaksanaan kebijakan bidang Hukum dan 
HAM pemerintahan Presiden SBY. Saya serius memperhatikan 


kebijakan pemerintah tersebut demi kepentingan rakyat. 
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